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ABSTRAK

HASAN PAKAYA : 271414130, Skripsi, “ Urgensi Kebijakan Hukum Pemerintah
Desa dalam Pengelolaan Wisata Bahari Desa Olele melalui Pembentukan Peraturan
Desa”, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo 2018.
Pembimbing | : Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.hum Pembimbing Il : Novendri M.
Nggilu, SH., MH

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah
desa dalam pengelolaan wisata bahari desa Olele dan juga untuk mengetahui apa saja
urgensi kebijakan hukum pemerintah desa dalam pengelolaan wisata bahari desa
Olele melalui pembentukan peraturan desa. Dalam penelitian ini menggunakan jenis
penelitian yuridis empiris karena hendak meneliti langsung fakta-fakta dilapangan
dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.
Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan
data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau
lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yaitu diteliti dan dipelajari sebagai suatu
yang utuh.

Hasil penelitian ini adalah : 1) Pemerintah daerah maupun pemerintah desa
telah membuat suatu kebijakan mengenai pengelolaan wisata bahari desa Olele
seperti melakukan pengembangan destinasi pariwisata, pembentukan kelompok sadar
wisata serta pengembangan fasilitas pariwisata, akan tetapi masih kurang dimata
masyarakat karena belum semua masyarakat dapat merasakan manfaat dari adanya
wisata bahari ini. Pemerintah pun belum membuat suatu kebijakan dalam bentuk
aturan sehingganya wisata bahari desa Olele belum terkelola dengan baik. 2)
Pembentukan peraturan desa tentang pengelolaan wisata bahari sangat penting, dan
harus segera mungkin dibuat oleh pemerintah. Peraturan ini tentunya menjadi
landasan hukum atau pedoman bagi pemerintah, pengelola, masyarakat yang harus
ditaati agar wisata dapat terkelola dengan baik. Urgensi kebijakan hukum dalam
pengelolaan wisata bahari desa Olele melalui pembentukan peraturan desa yaitu,
peraturan desa sebagai landasan hukum, kondisi desa, pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: Urgensi, Kebijakan, Pengelolaan, Wisata Olele



ABSTRACT

PAKAYA, HASAN: 271414130. Undergraduate Thesis. "Legal Urgency of
Village Government in Tourism Management of Olele Village through the
Formation of Village Regulation." Department of Law. Faculty of Law.
Universitas Negeri Gorontalo. 2018. Principal Supervisor: Prof. Dr. Johan Jasin,
SH., M.Hum. Co-supervisor: Novendri M. Nggilu, SH., MH.

This study aims to identify how the policy and theurgency of the legalpolicy of
village government in the management of Olele village marine tourism through the
formation of village regulation. This study used the type of empirical juridical
research because the purpose is to examine the facts in the field directly by applying
qualitative approach. A qualitative approach is a way of analyzing the results of
research that generatesan analytical, descriptive data, namely data expressed by
respondents in writing or oral and also real behavior, that is analyzed and studied.

The results of this study are: 1) Local government and village government have
established a policy concerning the management of marine tourism in Olele village
such as developingtourism destination, Kelompok Sadar Wisata (tourism-awareness
community) formation, and also improving tourism facilities. However, these cases
still obtain less interest in society because not all society thinks that there are benefits
of this marine tourism. The government has not yet created a policy in the form of
rules. Therefore,Olele village marine tourism has not managed well; 2) The
establishment of village regulations on the management of marine tourism is critical
and should be immediately doneby the government. This regulation is certainly a
legal basis or guidance for the government, managers, and communities so that the
tour can be appropriately managed. Moreover, the urgency of legal policy in the
management of marine tourism in Olele village through the establishment of village
regulations is village regulations as the Iegal basis, the condition of the village,
community empowerment. \é 3A 7 ,,
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